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Abstrak 

Anak perusahaan BUMN adalah perusahaan yang lebih dari separuh 

sahamnya dimiliki oleh BUMN induk. BUMN adalah badan usaha yang seluruh 

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Apabila mengacu 

kepada UU BUMN, maka hanya induk perusahaan saja yang masuk sebagai kriteria 

BUMN karena modal yang diberikan secara langsung oleh negara yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan. Sehingga, BUMN yang kemudian menjadi anak 

perusahaan tidak lagi menjadi BUMN, karena modal atau saham dari anak 

perusahaan yang semula berstatus BUMN sebagian besar modal atau sahamnya 

kemudian dimiliki oleh BUMN induk perusahaan sabagai badan hukum yang 

melakukan penyertaan modal, bukan lagi berasal dari negara. Keuangan yang 

terdapat dalam anak perusahaan BUMN bukanlah termasuk keuangan negara, 

sehingga BPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

anak perusahaan BUMN. Namun, dalam Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021 

hakim menyatakan bahwa BPK tetap memiliki kewenangan untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library 

research. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah case approach dan conseptual approach. Bahan hukum yang 

digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. Teori hukum yang digunakan adalah teori pengujian peraturan 

perundang-undangan, teori hubungan hukum, dan teori mashlahah mursalah.  

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa adanya perluasan makna keuangan 

negara dan cakupan kewenangan BPK adalah guna menjamin agar pengelolaan 

segala aliran keuangan negara dapat dikembangkan secara proporsional guna 

mewujudkan kesejahteraan umum rakyat yang tertuang dalam konstitusi dan hal ini 

juga telah sesuai dengan konsep mashlahah mursalah. Walaupun dalam anak 

perusahaan BUMN terdapat unsur publik, akan tetapi tidak dapat dinafikkan bahwa 

dalam tubuh anak perusahaan BUMN juga terdapat hal-hal yang bersifat privat. 

Sehingga, status anak perusahaan BUMN sebagai badan hukum, publik atau privat, 

perlu dipertegas secara tersendiri yang ditentukan dengan peraturan perundang-

undangan.  Dengan keluarnya Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021, BPK tetap 

memiliki kewenangan untuk memeriksa keuangan negara yang ada didalam anak 

perusahaan BUMN dan putusan tersebut wajib dihormati dan dilaksanakan oleh 

pemerintah dan lembaga negara lainnya maupun masyarakat pada umumnya karena 

putusan MK bersifat final and binding. 

Kata Kunci : Kewenangan BPK, Keuangan Negara, Anak Perusahaan BUMN, 

Mashlahah Mursalah 
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Abstract 

A state-owned enterprise (BUMN) is a company in which more than half of 

its shares are owned by the parent state-owned enterprise. A BUMN is a business 

entity whose entire or majority capital is owned by the State through direct 

participation derived from separated state wealth. According to the BUMN Law, 

only the parent company qualifies as a BUMN because the capital provided directly 

by the State originates from separated state wealth. Consequently, a BUMN that 

becomes a subsidiary is no longer considered a BUMN, as the capital or shares of 

the subsidiary, which was originally classified as a BUMN, are mostly owned by 

the parent BUMN as a legal entity that provides capital, rather than originating from 

the State. The finances of BUMN subsidiaries are not part of the national finances, 

so the Supreme Audit Agency (BPK) does not have the authority to audit the 

finances of BUMN subsidiaries. However, in decision MK No. 26/PUU-XIX/2021, 

the judge declared that BPK still has the authority to audit BUMN subsidiaries. 

The type of research used in this study is library research. The nature of this 

research is descriptive-analytical. The research approach employed includes 

the case approach and the conceptual approach. The legal materials used 

encompass primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal 

sources. The legal theories utilized are the theory of testing legislation, the theory 

of legal relationships, and the the theory of maslahah mursalah. 

The result of this research is that the expansion of the state’s financial 

meaning and the scope of authority of the BPK is to ensure that the management of 

all state financial flows can be developed proportionally to realize the welfare of 

the general public as stipulated in the constitution, and this is also in accordance 

with the concept of mashlahah mursalah. Although there are public elements in 

state-owned subsidiary companies, it cannot be denied that within the body of state-

owned subsidiary companies, there are also aspects that are private in nature. 

Therefore, the status of state-owned subsidiary companies as legal entities, whether 

public or private, needs to be clarified separately as determined by legislation. 

However, with the issuance of decision MK No. 26/PUU-XIX/2021, the BPK still 

has the authority to examine the state’s finances within state-owned subsidiary 

companies, and this decision must be respected and implemented by the 

government, other state institutions, and the general public, as the Constitutional 

Court’s decision is final and binding. 

Keywords: Authority of BPK, State Finances, State-Owned Subsidiaries, 

Mashlahah Mursalah 
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MOTTO 

mengapa harus menepi jika yang kau arungi adalah wawasan 

mengapa harus meneduh jika yang membasahi adalah kerinduan 

mengapa harus tinggal jika kau pergi untuk kembali 

- Diri Sendiri - 

 

hidup adalah belajar 

belajar darimanapun dan dari siapapun, jika kamu mampu 

belajarlah untuk menjadi lebih baik 

- Anonymous - 

 

 أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء

Aku “mengikuti” prasangka hamba-Ku kepada-Ku.  

Maka, silahkan berprasangka apa saja terhadap-Ku 

- HR. Ahmad -   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Wacana pembangunan ekonomi yang dipimpin oleh negara 

memberikan peran penting bagi pemerintah dalam melaksanakan 

pembangunan. Pemerintah Indonesia secara jelas telah menuangkan peran 

yang dilakukannya melalui pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara (UU BUMN), definisi dari BUMN adalah adalah badan usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan.1 BUMN sendiri terdiri dari persero dan perum. Khusus mengenai 

persero, sesuai penjelasan Pasal 11 UU BUMN, persero pada umumnya 

berbentuk perseroan terbatas. Sehingga, segala ketentuan yang berlaku bagi 

perseroan terbatas juga berlaku bagi persero. Berdasarkan ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), 

hakikat PT merupakan badan hukum. Salah satu karakteristik dari badan 

hukum adalah mempunyai kekayaan sendiri2 atau dapat dikatakan adanya 

pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan pribadi 

anggotanya sebagai pemegang saham, termasuk negara. 

 
1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 
2 Yulia, Buku Ajar Hukum Perdata, (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm. 7. 
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Namun, frasa kekayaan yang dipisahkan sebagai bagian dari kekayaan 

negara dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (UU KN) seolah-olah telah memberikan legitimasi bagi 

negara untuk melakukan intervensi terhadap pengelolaan BUMN. Bahkan 

setelah diajukan judicial review, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan 

MK No. 48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013 tetap 

menyatakan bahwa status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan 

negara dan dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

yang kemudian dijadikan sebagai modal pada BUMN tetap menjadi bagian dari 

keuangan negara. Beberapa menganggap hal tersebut akan membatasi hak dan 

kewajiban yang dimiliki BUMN.  

Permasalahan terkait status keuangan negara menjadi semakin 

kompleks ketika BUMN kemudian membentuk anak perusahaan BUMN. 

Akibat dibentuknya sebuah anak perusahaan BUMN, menyebabkan 

terciptanya perubahan status suatu BUMN menjadi anak perusahaan BUMN 

yang kemudian berdampak pula terhadap status keuangan suatu BUMN yang 

berubah menjadi anak perusahaan BUMN. Lebih lanjut, terhadap keuangan 

anak perusahaan BUMN ini yang kerap menimbulkan pertanyaan jika 

dikaitkan dengan wewenang audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasal 6 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan (UU BPK) yang berbunyi,  

“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 

yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara 

lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, 
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Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola 

keuangan negara.” 

 

Serta Pasal 10 ayat (1) UU BPK,  

“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan 

oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan 

oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik 

Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan 

keuangan negara.” 

 

Frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan 

keuangan negara” dianggap multitafsir dan menyebabkan dualisme hukum 

terkait cakupan keuangan negara dan implementasi kewenangan BPK terhadap 

anak perusahaan BUMN, sebagaimana dapat dilihat dari Putusan MK No. 

26/PUU-XIX/2021 yang mana MK menyatakan bahwa, 

“…ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU BPK merupakan kebijakan hukum 

terbuka (opened legal policy) yang diberikan oleh UUD 1945 kepada 

pembentuk undang-undang sepanjang berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan negara. Menurut Mahkamah, subjek hukum yang dapat menjadi 

objek pemeriksaan oleh BPK adalah semua lembaga yang mengelola 

keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung 

maupun keuangan negara yang dipisahkan3…Terkait dengan kewenangan 

BPK untuk memeriksa, menurut Mahkamah, oleh karena masih tetap sebagai 

keuangan negara dan BUMN atau BUMD sesungguhnya adalah milik negara 

dan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, adalah juga kepanjangan tangan 

negara maka tidak terdapat alasan bahwa BPK tidak berwenang lagi 

memeriksanya4 …Mahkamah menilai menyatakan inkonstitusional ketentuan 

Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) UU 15/2016 justru akan bertentangan 

dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) 

UUD 1945 serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak 

memberikan perlindungan hukum dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan 

negara…”5 

 

 
3 Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021, hlm. 35. 
4 Ibid, hlm. 36. 
5 Ibid, hlm. 41. 
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Berdasarkan putusan tersebut, maka status keuangan yang ada didalam 

tubuh anak perusahaan BUMN juga merupakan keuangan negara sehingga 

BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap semua lembaga 

yang mengelola keuangan negara, termasuk perusahaan anak BUMN. Tetapi, 

dalam putusan sebelumnya, Mahkamah dalam Putusan MK No. 01/PHPU-

PRES/XVII/2019 menyatakan pandangan yang berbeda dari Putusan MK No. 

26/PUU-XIX/2021, disebutkan;  

“Bahwa modal atau saham Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Life Insurance. Adapun komposisi 

pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank Mandiri (Persero) 

Tbk dan PT Mandiri Sekuritas. Dengan demikian, oleh karena tidak ada modal 

atau saham dari negara yang bersifat langsung yang jumlahnya sebagian 

besar dimiliki oleh negara maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan 

sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena 

didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan 

kata lain modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh 

BUMN.”6 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak 

perusahaan BUMN merupakan milik BUMN, bukan milik negara, karena 

modal dari anak perusahaan BUMN sebagian besar berasal dari BUMN, bukan 

dari negara. Sebagai representasi negara, BPK seharusnya tidak lagi memiliki 

kewenangan untuk melakukan audit terhadap anak perusahaan BUMN, karena 

tidak adanya penyertaan modal secara langsung yang dilakukan oleh negara 

terhadap anak perusahaan BUMN. 

Adanya perbedaan putusan MK dalam menempatkan status kekayaan 

BUMN juga berimplikasi terhadap perbedaan penempatan status anak 

 
6 Putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019, hlm. 1936. 
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perusahaan BUMN. Ragam putusan MK yang saling kontradiksi tersebut 

mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi BPK untuk mengambil tindakan 

dalam melakukan audit terhadap anak perusahaan BUMN. Padahal,  BPK 

menemukan permasalahan didalam BUMN yang beralih menjadi anak 

perusahaan BUMN, dimana sebanyak 62% permasalahan dari temuan tersebut 

dinilai berpotensi merugikan negara.7 BPK menyinyalir bahwa pendirian anak 

perusahaan BUMN cenderung menjadi tempat transaksi untuk kepentingan 

tertentu. Apabila kerugian yang dialami oleh anak perusahaan BUMN dapat 

dianggap sebagai kerugian negara yang kemudian dapat dituntut dengan 

menggunakan delik pidana korupsi, maka secara tidak langsung menganggap 

bahwa kekayaan dari anak perusahaan BUMN merupakan bagian dari 

keuangan negara. 

Sedangkan apabila mengacu kepada teori badan hukum, kerugian yang 

dialami oleh anak perusahaan BUMN bukanlah merupakan bagian dari 

keuangan negara. Sehingga, apabila suatu saat anak perusahaan BUMN 

mengalami kerugian, maka hal tersebut merupakan bagian dari resiko bisnis, 

bukan kerugian negara. Apabila kerugian yang dialami anak perusahaan 

BUMN disebabkan karena adanya penyelewengan, maka seharusnya bukan 

tergolong sebagai tindak pidana korupsi. 

Dalam perspektif Islam, selain memberikan pengakuan terhadap 

domain public atau al-milkiyyah al-‘ammah, Islam juga mengakui keberaaan 

 
7 BPK RI, “BPK Permasalahan BUMN beralih ke Anak Perusahaan”, 
https://www.bpk.go.id/news/bpk-permasalahan-bumn-beralih-ke-anak-perusahaan, akses 26 
Februari 2024. 

https://www.bpk.go.id/news/bpk-permasalahan-bumn-beralih-ke-anak-perusahaan
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domain private atau al-milkiyyah al-khassah. Negara memang berhak untuk 

melakukan pengontrolan dan pemeriksaan terhadap semua instansi negara 

yang ada. Bahkan, negara juga diperkenankan untuk melakukan intervensi 

demi melindungi dan menjamin kemaslahatan umum berdasarkan kepada 

sebuah prinsip dalam Islam yang dikenal dengan prinsip maslahah mursalah.8 

Akan tetapi, kemaslahatan atau kemudharatan yang dapat dijadikan alasan bagi 

negara untuk melakukan intervensi terhadap personal property adalah bukan 

kemaslahatan atau kemudharatan yang bersifat asumtif, akan tetapi harus 

kemaslahatan atau kemudharatan yang bersifat nyata atau potensial. 

Hingga sampai tulisan ini dibuat, belum ada keseragaman pandangan 

terkait status anak perusahaan BUMN. Bahkan, perbedaan pandangan tersebut 

juga diberikan oleh MK yang notabene sebagai lembaga peradilan yang 

menjadi rujukan hukum. Tulisan ini berusaha menganalisis dualisme putusan 

hukum tersebut dengan didasarkan terhadap teori-teori hukum termasuk dari 

perspektif maslahah mursalah. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah yang akan 

disusun adalah: 

1. Apa implikasi yang ditimbulakan pasca Putusan MK No. 26/PUU-

XIX/2021 terhadap status anak perusahaan BUMN dan cakupan 

kewenangan BPK? 

 
8 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Darul Fikr, Jilid 7, hlm. 47. 
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2. Bagaimana ketentuan hukum mengenai kewenangan BPK untuk 

memeriksa keuangan anak perusahaan BUMN dalam Putusan MK No. 

26/PUU-XIX/2021 dari perspektif mashlahah mursalah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Peniltian 

Mengacu kepada rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan pasca Putusan MK No. 

26/PUU-XIX/2021 terhadap status hukum anak perusahaan BUMN dan 

terhadap cakupan kewenangan BPK. 

2. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai kewenangan BPK untuk 

memeriksa keuangan anak perusahaan BUMN dalam Putusan MK No. 

26/PUU-XIX/2021 dari perspektif maslahah mursalah. 

D. Telaah Pustaka 

Kegiatan peneliti kebanyakan berawal dari pengetahuan-pengetahuan 

yang sudah ada sebelumnya. Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil 

penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik 

skripsi, tesis, hingga disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil 

penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana penelitian 

yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan serta untuk mengetahui 

perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

Dalam rangka mendukung penelitian ini, penyusun telah berusaha 

melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah, baik yang berbentuk 
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buku, jurnal, makalah ilmiah, dan sebagainya yang mengandung informasi 

terkait dengan penelitian ini. 

Pertama, artikel berjudul “Perdebatan Status Uang dan Kewenangan 

Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara” 

karya Fauzan Ghofur, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara, 2022. Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa kerugian yang 

terjadi didalam tubuh BUMN selalu diasumsikan sebagai kerugian negara 

walaupun terjadi dalam ranah hukum privat. Kedudukan hukum negara 

seharusnya disesuaikan ketika negara melakukan tindakan yang bersifat 

privat9. BPK yang merupakan alat kelengkapan negara dari hukum publik 

seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap 

BUMN yang merupakan ranah hukum privat. Perbedaan artikel tersebut 

dengan skripsi yang hendak ditulis adalah penulis juga akan membahas 

mengenai hubungan hukum yang melibatkan negara, BUMN induk, dan anak 

perusahaan BUMN. 

Kedua, artikel berjudul “Dampak Perubahan Status Badan Usaha Milik 

Negara PT Timah Tbk menjadi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara 

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) terhadap Kewenangan Audit BPK” 

karya Ahmad Khalifah Rabbani dan Patricia Rinwigati Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, 2023. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa dengan 

adanya perubahan status BUMN menjadi anak perusahaan akan berdampak 

 
9 Fauzan Ghafur, “Perdebatan Status Uang dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam 
Pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara”, JURNAL APHTN-HAN, Vol. 1, No. 1, Januari 2022, hlm. 
49-50. 
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terhadap status keuangan BUMN yang semula terdapat modal negara menjadi 

tidak ada. Sehingga, kewenangan untuk melakukan audit dilakukan oleh 

akuntan publik sesuai dengan ketentuan UU PT, bukan kewenangan dari BPK. 

Perhitungan yang dilakukan BPK terhadap anak perusahan tidak dapat 

dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kerugian negara dikarenakan tidak 

adanya kekayaan negara didalam tubuh anak perusahaan BUMN.10 Perbedaan 

artikel tersebut dengan skripsi yang hendak disusun adalah penulis akan 

menganalisis permasalahan tersebut apabila ditinjau dari perspektif maslahah 

mursalah. 

Ketiga, artikel berjudul “Fungsi Audit Investigatif pada BUMN Persero 

untuk Menghitung Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Positif dan 

Hukum Islam” karya Susanto Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2023. 

Artikel tersebut menjelaskan ketidaksetujuan penulis apabila BUMN 

dikategorikan sebagai badan hukum publik atau bahkan badan hukum 

campuran.11 Hukum dari sudut pandang Islam yang disajikan penulis dalam 

artikel tersebut lebih condong kepada pidana Islam, bukan terhadap  sistem 

pengawasan. Perbedaan artikel tersebut dengan skripsi yang hendak disusun 

adalah penulis hendak mengaitkan permasalahan keuangan negara dan anak 

 
10 Ahmad Khalifah Rabbani dan Patricia Rinwigati, “Dampat Perubahan Status Badan Usaha Milik 
Negara PT Timah Tbk menjadi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT Indonesia Asahan 
Aluminium (Persero) terhadap Kewenangan Audit BPK”, UNES LAW REVIEW, Vol. 5, No. 4, Juni, 
2023, hlm. 2831. 
11 Susanto, “Fungsi Audit Investigatif pada BUMN Persero untuk Menghitung Kerugian Negara 
dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Arena Hukum, Vol. 16, No. 1, April, 2023, hlm. 
52. 
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perusahaan BUMN, serta kewenangan audit yang dilakukan oleh BPK 

terhadap anak perusahaan BUMN. 

Keempat, artikel berjudul “Status Kepemilikan Anak Perusahaan 

BUMN” karya Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun Fakultas Hukum 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019. Walaupun artikel tersebut 

disusun sebelum keluarnya Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021, akan tetapi 

argumentasi yang disajikan dalam bagian pembahasan didasarkan kepada 

prinsip dan teori hukum serta putusan MK pada tahun-tahun sebelumnya. 

Penulis berpendapat bahwa modal yang diberikan oleh negara kepada BUMN 

yang bersumber dari kekayaan negara sudah menjadi kekayaan BUMN. Ketika 

BUMN membentuk anak perusahaan, maka anak perusahaan tersebut milik 

BUMN, bukan milik negara.12 Perbedaan artikel tersebut dengan skripsi yang 

hendak ditulis adalah penulis juga akan melakukan analisis dari sudut pandang 

mashlahah mursalah. 

Kelima, skripsi berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 

tentang Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN terhadap BUMN (Studi 

Kasus Putusan MK Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019)” karya Lugis Anfi. 

Skripsi tersebut berisikan mengenai kontradiksi yang ada dalam Putusan MK 

No. 01/PHPU-PRES/2019 dan PMA No. 21 P/HUM/2017. Dalam skripsi 

tersebut dijelaskan bahwa status anak perushaan BUMN berbeda dengan 

BUMN biasa, komposisi modal yang membentuk BUMN berbeda dengan 

 
12 Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun, “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN”, Mimbar 
Keadilan, Vo, 12, No. 1, Februari-Juli 2019, hlm. 11-12. 
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modal yang membentuk anak perusahaan BUMN, sehingga perlakuan terhadap 

anak perusahaan BUMN harus berbeda dengan perlakuan terhadap BUMN.13 

Perbedaan skirpsi tersebut dengan skripsi yang hendak ditulis adalah bahwa 

tujuan dari dibentuknya anak perusahaan BUMN oleh BUMN induk tidak 

dapat dilepaskan dari tujuan negara dalam membentuk BUMN. Sehingga, anak 

perusahaan BUMN tidak dapat dikatakan sepenuhnya berbeda dengan BUMN 

induk, negara tetap memiliki wewenang untuk mengintervensi anak 

perusahaan BUMN melalui tugas BPK. 

E. Kerangka Teoritik 

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori ataupun konsep-

konsep yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan objek 

yang akan diteliti. Beberapa teori dan konsep yang akan digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Interpretasi Penafsiran Hukum 

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh 

hakim yang memiliki tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-

peristiwa hukum konkrit, atau dapat disebut sebagai rechtsvinding. 

Penemuan hukum berkaitan dengan interpretasi hukum. Interpretasi atau 

penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang menjelaskan teks 

 
13 Lugis Anfi, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kedudukan Hukum Anak 
Perusahaan BUMN terhadap BUMN (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019)”, 
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Salatiga, hlm. 71-73. 
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hukum agar norma yang terkandung dalam hukum tersebut dapat 

diterapkan dalam suatu peristiwa hukum.14 

Interpretasi konstitusi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan 

dari aktivitas judicial review. Interpretasi atau penafsiran konstitusi yang 

dimaksud disini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode 

dalam penemuan hukum berdasarkan konstitusi atau UUD yang digunakan 

atau berkembang dalam praktek peradilan MK. 

Dalam sistem hukum civil law, hukum tertulis merupakan dasar. 

Penafsiran atau interpretasi hukum menjadi jantung dalam sistem hukum 

yang hukumnya tertulis. Akan tetapi, tidak ada prinsip atau ajaran yang 

memadai mengenai interpretasi, yang ada hanyalah berbagai metode dan 

teori interpretasi. Keaktifan hakim dalam melakukan interpretasi untuk 

menemukan hukum yang akan diterapkan terhadap kasus konkret menjadi 

bagian dari judicial activism. Judicial activism adalah respon dan adaptasi 

pengadilan terhadap perkembangan sosial melalui asas-asas yang berasal 

dari bahasan konstitusi dan putusan-putusan yang ada untuk menerapkan 

nilai fundamental konstitusi secara bertahap.15 

Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution yang 

sudah selazimnya menjunjung tinggi asas supremasi konstitusi memiliki 

kebebasan untuk melakukan interpretasi nilai-nilai dalam UUD. Dengan 

adanya ragam metode interpretasi sangat memungkinkan munculnya 

 
14 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan 
Berkeadilan), (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 106. 
15 Dicky Eko Prasetio dan Adam Ilyas, “Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas 
Undang-Undang Ratifikasi”, Negara Hukum, Vol. 13, No. 2, November 2022, hlm. 248. 
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pendapat yudisial baru yang berbeda dengan pendapat yudisial terdahulu, 

atau biasa disebut overulling. 

Praktek overulling pada umumnya hanya diterapkan dinegara yang 

lingkungan peradilannya menganut sistem common law sebagai upaya 

untuk tidak mengaitkan diri kepada asas preseden. Sedangkan negara yang 

lingkungan peradilannya menganut sistem civil law, pengadilan relatif lebih 

bebas dalam memutus karena tidak menjadikan putusan pengadilan 

sebelumnya sebagai dasar dalam putusannya. Meskipun MK dapat 

melakukan overruling, akan tetapi tidak kemudian bersifat bebas nilai. 

Legitimasi overulling harus didasari dengan alasan konstitusional yang 

benar dalam menginterpretasi UUD. Dari sini kemudian dapat dipahami 

bahwa hal tersebut tidak lantas kemudian memposisikan lembaga 

pengadilan sebagai pusat kebenaran atau supremasi yudisial. 

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan 

hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks hukum 

agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa 

tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju 

kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai 

peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Pembenarannya terletak pada 

kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk 

kepentingan metode itu sendiri.  

2. Hubungan Hukum 



14 
 

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. 

Hubungan hukum dapat terjadi diantara sesama subjek hukum atau subjek 

hukum dengan barang. Hubungan hukum dapat melibatkan satu orang 

dengan yang lainnya, orang dengan badan hukum, atau antarsesama badan 

hukum. Definisi dari badan hukum sendiri adalah suatu perkumpulan yang 

didirikan dengan akta otentik serta memiliki hak dan kewajiban seperti 

halnya manusia.16 Karakteristik badan hukum adalah mempunyai kekayaan 

yang terpisah dari kekayaan anggotanya, memiliki tujuan tertentu, serta 

mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban 

anggotanya.17  

Badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum 

publik dan badan hukum privat. Pembagian tersebut didasarkan kepada 

bidang hukum apa yang menguasai badan hukum tersebut. Dikatakan 

sebagai badan hukum publik apabila berada dibawah rezim hukum publik 

dan sebagai badan hukum privat ketika berada dibawah rezim hukum 

privat.18  

Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan 

menjadi dua, yakni hubungan hukum yang bersifat publik dan hubungan 

hukum yang bersifat privat. Parameter yang digunakan dalam menentukan 

hubungan hukum bersifat publik atau privat tidak dilihat dari subjek hukum 

yang melakukan hubungan hukum, akan tetapi dilihat dari hakikat 

 
16 Muhammad Shoim, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, (Semarang: CV. Rafi Sarana 
Perkasa, 2022), hlm. 29. 
17 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: KENCANA, 2008), hlm. 207. 
18 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 87. 
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hubungan yang ditimbulkan antara subjek hukum tersebut (the nature of 

transaction).19 Sejalan dengan pendapat Van Praag20 yang mengatakan 

bahwa bagi badan hukum publik tidak berarti tidak mungkin berlaku 

hukum privat. Selain berlaku bagi perorangan dan badan hukum privat, 

hukum privat juga dapat berlaku bagi badan hukum publik. Sedangkan 

hukum publik hanya berlaku khusus bagi badan hukum publik. Akan tetapi, 

hukum privat dapat dikesampingkan apabila dalam hukum positif 

menentukan suatu perbuatan dari badan hukum publik yang menyangkut 

kepentingan lebih luas. 

Ketika mengetahui hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek 

hukum, maka akan diketahui pula dalam rezim hukum apa penyelesaian 

masalah tersebut ditangani. Apabila hubungan hukum yang dilakukan 

bersifat privat, maka subjek hukum yang terlibat dalam permasalahan 

tersebut tunduk kepada ranah hukum privat. Sedangkan apabila hubungan 

hukum yang ditimbulkan bersifat publik, maka subjek hukum tersebut 

harus tunduk kepada rezim hukum publik.21 

3. Maslahah Mursalah 

Maslahah mursalah merupakan salah satu konsep yang dikenal luas 

dalam bidang studi ushul fiqh dan merupakan salah satu metode istinbath 

al-hukm diantara berbagai metode istinbath lainnya. Kemunculan dari 

metode maslahah mursalah dilatar belakangi oleh munculnya berbagai 

 
19 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar …, hlm. 217. 
20 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata …, hlm. 88. 
21 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar …, hlm. 217-218. 
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persoalan-persoalan baru yang dihadapi masyarakat, tetapi persoalan-

persoalan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit ataupun implisit dalam 

Al-Qur’an dan Hadits. Para ahli ushul fiqh memberikan definisi terhadap 

maslahah mursalah sebagai kemanfaatan yang dipandang baik oleh akal 

tetapi tidak ada nash yang mengisyaratkan untuk mengadopsinya atau 

menolaknya.22  

Beberapa dalil yang digunakan sebagai landasan digunakannya 

maslahah mursalah sebagai salah satu metode istinbath al-hukm adalah 

pertama, bahwa telaah terhadap nash syara’, baik Al-Qur’an maupun 

Hadits pasti mengandung kemaslahatan. Kedua, kemaslahatan umat 

manusia selalu dipengaruhi oleh perkembangan situasi dan kondisi 

lingkungan manusia yang mana setiap zaman pasti mengalami perubahan. 

Ketiga, beberapa kalangan sahabat telah menerapkan hukum atas dasar 

kemaslahatan, seperti ketika pengumpulan mushaf Al-Qur’an.23 

Imam Ghazali24 memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi 

agar maslahah mursalah dapat digunakan sebagai metode istinbath, yaitu 

kemaslahatan sejalan dengan ketentuan tindakan syara’, kemaslahatan 

tidak bertentangan dengan nash syara’, dan kemaslahatan yang 

ditimbulkan bersifat dharuri, baik cakupannya secara pribadi ataupun 

secara umum. 

 
22 Mukhsin Nyak Umar, Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya dengan 
Pembaharuan Hukum Islam, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 60. 
23 Ibid, hlm. 62. 
24 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Syifa al-Ghalil fi Bayan asy-Syabah wa al-
Mukhil wa Masalik at-Ta’lil, (Baghdad: Mathba’ah al-Irsyad, 1971), hlm. 182. 
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Atas beberapa pertimbangan tersebut, maka maslahah mursalah 

sebagai salah satu metode ijtihad adalah sesuatu yang dipandang sah secara 

syara’ dan bahkan dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan tersendiri 

dalam keadaan-keadaan tertentu. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan 

penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk 

memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk 

mengembangkan prinsip-prinsip umum.25 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian library research karena 

kajian yang menitik beratkan kepada analisis tertulis berdasarkan 

konteksnya. Penelitian ini memanfaatkan sumber kepustakaan untuk 

memperoleh data penelitiannya. Penulis akan melakukan pencarian 

sumber-sumber pustaka dengan sebanyak-banyaknya guna memperkaya 

referensi materi, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik dan 

benar sesuai dengan tata cara penyusunannya. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu dengan 

memaparkan dan menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan 

pokok pembahasan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis secara 

menyeluruh untuk kemudian sampai kepada kesimpulan. 

 
25 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1661. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian 

hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif sering kali diasumsikan 

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau norma 

yang dijadikan sebagai patokan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam 

melakukan penelitian, cara pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

akan sangat mempengaruhi bobot penelitian. 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan adalah 

pendekatan kasus (case approach) dengan tujuan untuk mempelajari 

bagaimana penerapan norma hukum dilakukan dalam praktek hukum, 

terlebih terhadap kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dapat dilihat 

dalam yurisprudensi. Kasus-kasus tersebut dipelajari guna memperoleh 

gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum 

dalam praktek hukum. Analisis yang didapat kemudian dapat digunakan 

sebagai bahan masukan dalam melakukan eksplanasi hukum.26 

Untuk membantu proses penelitian agar menghasilkan data yang 

lebih akurat, penulis juga menggunakan pendekatan konsep (conceptual 

approach). Pendekatan konsep adalah jenis pendekatan dalam penelitian 

hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian 

permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-

konsep hukum yang melatarbelakanginya atau dilihat dari nilai-nilai yang 

 
26 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok: 
Prenadamedia Group, 2018), hlm. 146. 
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terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-

konsep yang digunakan. Pendekatan ini menjadi penting karena 

pemahaman terhadap doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat 

dijadikan sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika 

menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.27 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yang digunakan berupa bahan hukum yang 

mengikat yang terdiri dari UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-

undangan lain yang terkait dan masih diberlakukan di Indonesia atau 

terkait dengan pemberlakuannya pada masanya. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku 

karangan para ahli, modul, naskah akademik, surat kabar berupa karya 

ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal, dan sebagainya yang terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang 

memberi petunjuk dan informasi terhadap istilah kata yang butuh 

penjelasan lebih lanjut, seperti Kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, 

bibliografi, dan beberapa artikel dari media internet. 

 
27 Saeful Anam, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum”, 
https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-
hukum/#:~text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach?%20merupakan,nilai20
%yang%20terkandung%20dalam%20penormaan, akses 11 Desember 2022. 

https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach?%20merupakan,nilai20%yang%20terkandung%20dalam%20penormaan
https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach?%20merupakan,nilai20%yang%20terkandung%20dalam%20penormaan
https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach?%20merupakan,nilai20%yang%20terkandung%20dalam%20penormaan
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5. Analisis Data 

Data yang berhasil dihimpun kemudian akan dianalisis untuk 

menarik kesimpulan dengan metode kualitatif. Selanjutnya data tersebut 

digunakan sebagai rujukan dalam rangka memahami dan memperoleh 

pengertian yang mendalam untuk memecahkan masalah dengan menarik 

kesimpulan. Secara sederhana, semua data yang diperoleh terkait dengan 

problematika anak perusahaan BUMN dianalisis secara utuh sehingga 

terlihat adanya gambaran yang sistematis. Dari hasil analisis, penulis 

menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Analisis data 

diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya 

dilakukan terhadap isu hukum tersebut. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. 

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

arah dan tujuan penulisan serta memudahkan pemahaman terhadap 

keseluruhan isi penulisan analisis hukum tersebut. 

Bab pertama berisi mengenai pendahuluan yang akan menjelaskan latar 

belakang, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, metode 

penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan yang akan disajikan 

dalam skripsi tersebut. 

Bab kedua berisi mengenai teori-teori dan kerangka berpikir yang 

digunakan yang kemudian dijadikan dasar dalam melakukan analisis. 



21 
 

Bab ketiga berisi mengenai tinjauan mengenai judicial review, konsep 

pengawasan keuangan negara, keberadaan BPK sebagai lembaga pemeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, keberadaan anak 

perusahaan BUMN, serta deskripsi putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021. 

Bab keempat berisi mengenai analisis atas pertimbangan hukum dalam 

Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021 ditinjau dari teori interpretasi penafsiran 

hukum, konsep hubungan hukum serta dari perspektif mashlahah mursalah. 

Bab kelima sebagai bab terakhir berisi mengenai kesimpulan dan saran 

dari hasil analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada dasarnya, negara adalah suatu badan publik. Dengan 

kedudukannya yang demikian, negara taat pada tatanan hukum publik. 

Dengan aktivitas kenegaraan yang terbagi diberbagai organ negara, 

pemerintah berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat. 

Oleh karena itu, adanya perluasan makna keuangan negara yang ada 

didalam anak perusahaan BUMN yang modalnya sebagian besar dimiliki 

oleh BUMN induk, melalui Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021 anak 

perusahaan BUMN mau tidak mau juga merupakan kepanjangan tangan dari 

negara mengingat tujuan terbentuknya anak perusahaan BUMN tidak dapat 

dilepaskan dari tujuan terbentuknya BUMN, sehingga didalam anak 

perusahaan BUMN juga terdapat keuangan negara. Maka, tidak ada alasan 

untuk menyatakan bahwa BPK tidak memiliki kewenangan untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN. 

Dalam Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021, MK mendefinisikan 

makna keuangan negara konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya 

(judicial consistenty) dan disaat yang bersamaan MK juga melakukan 

praktek overruling sebagai bentuk pelaksanaan judicial activism ketika 

kemudian MK memutuskan anak perusahaan BUMN diberlakukan sama 

dengan BUMN. Hal tersebut guna menjamin agar pengelolaan segala aliran 

keuangan negara dapat dikembangkan secara proporsional guna 

mewujudkan kesejahteraan umum rakyat dan menjaga keuangan negara 
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agar terhindar dari praktek korupsi di lingkungan anak perusahaan BUMN. 

Pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021 

menitikberatkan al-mashlahah al-‘ammah diatas al-mashlahah al-khassah 

serta bersifat dharuriyyah kaitannya dengan hifdz al-mal dan hifdz an-nafs, 

dimana pemeriksaan tersebut sebagai upaya dalam menjaga keuangan 

negara. 

B. Saran 

Walaupun dalam anak perusahaan BUMN terdapat unsur publik, 

akan tetapi tidak dapat dinafikkan bahwa dalam tubuh anak perusahaan 

BUMN juga terdapat hal-hal yang bersifat privat. Sehingga, status anak 

perusahaan BUMN sebagai badan hukum, publik atau privat, perlu 

dipertegas secara tersendiri yang ditentukan dengan peraturan perundang-

undangan. Untuk menjawab kompleksitas tafsir hukum yang ada, 

diperlukan pembaharuan instrumen hukum yang membatasi definisi aliran 

keuangan negara agar BPK dapat mengambil tindakan dalam melakukan 

pemeriksaan terhadap keuangan negara, seperti yang terdapat dalam anak 

perusahaan BUMN. 
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